
 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR     1      TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan kinerja 

pelayanan perizinan tertentu yang lebih baik terhadap 

masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu, perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi  

Perizinan Tertentu; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah    

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan          

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri     

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9         

Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 

Nomor 1/C); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9         

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 

Nomor 1/C), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Dihapus; 

c. Retribusi Izin Trayek; dan 

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 

2. Ketentuan mengenai judul BAB IV diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IV 

IZIN GANGGUAN 

 

3. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 

 

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 

 

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus. 

 

6. Ketentuan Pasal 13 dihapus. 

 

7. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

 

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 16 

 

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan 

usahanya. 

9. Ketentuan Pasal 18 dihapus. 
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10. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 35A 

 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

11. Ketentuan dalam Lampiran II dihapus. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal    6    Mei     2020 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal      6    Mei     2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

DIDIK BUDI MULJONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

TAHUN 2020 NOMOR  1  SERI  C 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 28-1/2020 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR    1     TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

I. UMUM 

Dalam rangka memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan 

tempat-tempat umum dari bahaya, kerugian, serta gangguan yang timbul 

akibat adanya suatu usaha serta untuk menjamin kepastian hukum bagi 

pengusaha dalam menjalankan usahanya, sehubungan dengan maksud 

tersebut maka perlu adanya pengendalian, pengawasan dan pembinaan 

Pemerintah Daerah. 

 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan 

implementasinya dilapangan tidak terdapat kendala lagi dan dapat 

memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada 

gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengusaha dalam 

memenuhi kewajiban Izin Gangguannya. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

  Pasal I 

   Angka 1 

     Cukup jelas. 

 

   Angka 2 

     Cukup jelas. 

 

   Angka 3 

     Cukup jelas. 

 

   Angka 4 

     Cukup jelas. 

 

   Angka 5 

     Cukup jelas. 
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   Angka 6 

     Cukup jelas. 

 

   Angka 7 

     Cukup jelas. 

 

   Angka 8 

     Cukup jelas. 

 

   Angka 9 

     Cukup jelas. 

 

Angka 10 

    Ayat (1) 

      Cukup jelas. 

    Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

    Ayat (3) 

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena 

biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau 

besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan 

permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat 

menyesuaikan tarif retribusi. 

 

Angka 11 

    Cukup jelas. 

 

  Pasal II 

   Cukup jelas. 


